
Menimbang 

Mengingat 

GUBERNUR LA~IPUNG 

KEP\JTUSAN GU8ERNUR LAMPUNG
 
NOMOR : G/6SSIB.I1I1HKI2012
 

TENTANG 

EVALUASIRANCANGANPERATURANDAERAH
 
KA.BUPATEN TANGGAMUS TENTANG RETRIBUST
 

PELAYANA~ PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
 

GUBERNUR Li\MPllNG. 

a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Retribusi 
Pelayanan Persarnpahan/Kebersihan telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan 
Pasa! 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Ta.hun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a terse but di atas. perlu menetapkan 
Keputusan Gubemur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tanggamus tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan: 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Lampung: 

2. Undang-Undang	 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan	 Retribusi 
Daerah: 

4.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tabun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerimahan Daerah: 

6. Peraturan	 Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemhagian l Jrusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

7.	 Peraturan Pemenntah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubemur Sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nornor Xl Tahun 2011; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan 
Peraturan Daerah dan Peraturan KepalaDaerah: 



Memperhatikan 

Menetapkan 

KLSATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

Tembusan: 

Surat Menteri Keuangan Nomor : S-600/MK.7/2012 tanggal 9 Oktober 2012 hal 
Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Tanggamus tentang Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan. 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG 
RETRIBUSI PI~LAYANAN PERSAMPAHANIKEBERSIHAN. 

Hasil Evaluasi alas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang 
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum pada 
Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini. 

Bupati Tanggamus bersama DPRD Kabupaten Tanggamus segera melakukan 
penyempumaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut 
berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu. 

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai 
hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi 
Peraturan Daerah. dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai 
dengan hasil evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada 
Menteri Keuangan dan Gubemur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah 
ditetapkan. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan 
pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal - f~~!" 

GUBERNUR LAMPUNG 

ttd 

SJACHROEDIN Z.P. 

1 Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta: 
2 Menteri Keuangan RI di Jakarta: 
3 Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung: 
4 Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung; 
5 Inspckrur Provinsi Lampung di Bandar Lampung. 

f
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Kop 

Dasar Hukum 
M,~ngingat 

LAMPIRAN	 KEPUTUSAN GUBERNUR lAMPUNG 
NOMOR : G/655 IBJIl/H Kl2012 
TANGGAl : 220KTOBER 2012 

HASIL EVALUASI
 
EVALUI.\SI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 

KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
 

3	 Undang-Undang Nomor ~ Tahun ~ tentang Ke 
(Lemoaran Negara Republik Indonesia Tahun ~ 

4-QQ, Tarnbaban Lernbaran Negara Republik In 
Nomor;~); 

4	 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawa 
Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (L 

Rumusan Penyempurnaan 

4 

-

3.	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 
144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 

4.	 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang 

Negara Republik Indonesia Tahun '1997 Nomor 2. I Negara Republik Indonesia fahun 1997 Nomer 2 I 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor I Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 
3667 ); 3667 ); 

9 Undang-Undang Nornor 18 Tahun 2008 tentang I 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 69, Tambahan Lembaran Indonesia Tahun 2008 Nemor 69, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4+&1); Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

1'7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 I 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeran 
sebaqaimana telah G€11s8Fa~a kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

3	 I Diktum Mei1lutusi<an I Dengan Persetujuan Bersarna Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

TJ.I.NGGAMUS TANGGAMUS 
dandan 

BUPATI TANGGAMUS SUPATI TANGGAMUS 
MEMUTUSKAN.I MEMUTUSKAN : 

Keterangan 

5 

Kalimat tersebut 
dihilangkan 

1. Angka 3, 4, 
angka 
disempurnakan. 

9 dan 
17 

2.	 Urutan sesuaikan 
dengan hirarki 
peraturan perundang-
Undangan 

Disempurnakan, tanda baca 
titik dua pada kata 
MEMUTUSKAN tanpa spasi 

L ~~ _ ,	 ~ I 
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1 2 4---1_----===·=-====:T--'==_.	 _ 
4	 I Ketentuan Umum Menetapkan NG 1Mnnetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG 

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAH~NI I RETRIBUSI PELA'(ANAN PERSAliIIPAHAtl1 
KEBERSIHAN. KEBERSIHAN" 

BAB I BAB I 
KETENTUAN UMUM KETEtnUAN l MUM 

Pasal 1 Pasal 1 
Dalam . ualam . 
3.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah De-van I 3. Dewall Perwakilan F: akyat Daerah yang selanjutnya 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggarnus disingl,at DPRD adalah Dewan Perwakilan RakY3t Daerah 
Kabupaten Targgamus 

10.	 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ~~ I 10 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah 
6slaRjwtR~a Eili6SBwt RetriBiII&i adalah pernbayaran atas jasa pernbayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan 
pelayanan persampahan/kebersihan yang koReswe yang disediakan dari'atau diberikan oleh Pemerintah 
disediakan dan latau diberikan oleh Pemerintah Darrah Daera 1 untuk kepentinqan dan «ernantatoranq pribadi atau 
untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Badar.. 

1:4.	 ~aea alial;'" k8~iataR PeFAeriAtat:l QaeraR ger\l~a WS~ , ­

ElaR ~elayaRaR yaR~ Ffl8Rye9B9kaR 9aFaRS. fa6ilitS6. j~
 
kSA:laRfaataFllaiRRya yaR~ ea~at QIFlikR"l;ti elel:l-=Of ~
 
~ri9al;1i otew QaaaA.
 

1~.	 Ja&a· YR:lWFFI aealoR jose yaA!il giSS&iakliR ati)Y ~i98rkQrl ' ­

eleR PSR:lSRRtat:l Qasra~ iIIRtwk t~'=laR k9~8RtiRgoFl aaR
 
keFFlaRfaatoR YR:lillR:l seRa 61a~at &iFlikmati eleR 81~
 
~ri9agi ata... QalilaR.
 

14.	 Retri9w,"i "'asa UFFlWr:R alilolot:l Retri9..si ata.. josa yOR r4 I ­I 
I se9iakoFl ataw gigerikafl eleR P~I~~~~ ~ I 
I twj...aFl kSp9FltiFl!jOR S.lI~ 1<8FFloRfaataR WFFlIol'" Sifts a; If*It I 

EliFlikFFloti eleR flri9a6li ataw 9a6laFl. 
~1. ilolrat iet9raFl Rewi9ysi QaeF8R yaAS sapat aisiR{tk;;M I 21. Surat Setoran I~etribusi Daerah, yang selanjutnya dislnqkat 

iiRQ asala'" eyrat yOAS e191:1 V'Jaji9 ~elriIiHu,i QigwFla~ SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusl 
wRt..k FRelakwkaR ~8FF19aYOFaA ataw p9RY8te~aA ~M.I&+ yang elah dilakukan dengan menggunakan tormulr atau 
yORsterwtaR9 ke "as QaeraR· ataw ~~~ telah filakukan denqan cara lain ke kas daerah rnelalui 
pe"'9ayaraA laiR yaAS sitetapkaR 91el:l iltolpa~i, tempat pernbayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

~a. ibiFat KetetapaR Retri9Wsi Qaeral:l yaRS &apat c;~~ I 22 Surat Ketetac an Ret "ibusi taerah, yang s-slanjutnya 
iKRQ .EtalaR ,"Yr.t kQpwtltolSaFl yaFl8 FRe~~~ disingt,at SKR D, adalah surat ketetapan retribus yang 
KetetapaFl RelR9YGi Qserat::l l(iolraAS liiayar ~~ menentukan besarnya [urnla.i pokok retribusi yang 
l(etetapaR Retri9Y&i Qaerat::l I(wroA9 Iiayar Tam9a~ terutanq. 
ata.. ilalrat l(etetapoA .R4iltFilillalsi QaeraA be9il:l..Qa~:4ww 

Siolrat 1(9t9ta~aA ~8tFililwsi [;laeFaR ~JiI~il. 

5,___

Penfletikan kata 
"DaIClm..... " disejaiarkan 
dengan kata PERATIJRAN 
pada Diktum Vlenetap<an 

Angka 3 dan angka 10 
disernpurnakan 

Angka 12,13 dan angka 14 
dihitenqkan 

Ang~a 21 dan anqka 22 
disernpurnakan sesuai 
dengan Pasal 1 anqxa 71 
dan angka 72 UU No 28 
Thn 2009 

_1 
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Sayar yang I 23. Surat Ketetapan Retr ibusi Daerah Lebih Sayar yang I Anqka 23 dan anqka 24 
~ disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan selanj .rtnya disingkat SKRDLB adalah surat Icetetapan disernpurnakan 
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan retrlbi si va ng menentukan iumlah kslebihan 

pernb.syaran retribusi karena jumlah kredlt retribusi lebi
besar daripada retribusi yang terutang atau tidak besar daripada retribusi yang terutanq atau tidak 
seharusnya terutang.	 sehar Jsnya teut- ''.}. 

~ pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebihLl 1 J
----------- --- -----_. 
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Nama, Objek, dan 
Subjek 

54_~ . 3	 . +__-----------~.------------------------------t-----------.------j 1 

24.	 Surat Tagihan Retribusi Daers.h yang ~~~ disinqkat I 24. 
STHD adalah surat untuk melakuksn tagihan retribusi 
dan/atau sanksi adrnlnistrasi oerupa bunpa dan/atau 
denda. 

.~ilolr:~~~~+=09yei.. ~bw&i~;leJa.l~~'­

&elaAjYt~,.,.,Qi:~: SPEil()R.b~~~.~~aA§
 

.F9Io1J:lal(a!~~'aii8 F8tFilil"'f~~~~9FI:aR (:lO;Ma
 
~~~~=-4:l~~~~~.~ifjQf'
 

~litIolR~aR 4a~1R=l9ayaFaR ~W&i-...".aRot4~aA§
 
~lblFblt p8n~R p€FwRElaR!!I~~~~_Qaef;"
 

,29.	 ablra1 l<:epw1wsaR PeR:lQ8twlaR aQ.al.;~~ ke~loItw&aR ' ­

~ meR=lk~lkaA-kQ~~~~~~~
 

&aRLataw .'8k~IiFloIjj,A- EtaIBf:A-~;eFap3R-.~~~
 

kH:tORt~1 Elal·~~twFaR peFWR9aRfj~~~f.91f:+I*f&i 

QaQrat:l yaR!~~ .....lFat Kihtaf*~~*I&i 
QaE~..--itwra~.,aR ~tFjBwsi .Qae~~;F94 

~wt~&GlR ~~~ $;loIrat ~~{,IGf!oR--P.~lHaf+~ 

atilu=-~~l:la~loIsaR $;anksi--A~rW&W.;~~~ 

~~twsaR ~lR~aR ala",· P8R:lIilQ~~~~~ 
R~rilil",&i yaRS tiEil lip 1il8R9F. ata", s~"~&aR 

+2eRS9FRsaliaR P9RElat:lllt"'elR Keieliil:iaR P~fi,tW 
,~	 a"'Filt KepbltwSiJR I':91il8FataR aEtalaf:l 1~--ke~saR 

atafj 1(9S8r;itarl--tef~a~ alolFat KEMG~A .....H.9tm*l&i 
(;)auat=l, ats", t9rl;.lall~ "8m9teRsa~~l8m~~ 

61&h;*l~eti§.a---Yii'~iajwl,an-~.w.e~~~ 

Pasal2 
DengarJ nama Retribusi Pelayanan Persarrtpahan/keberslnan 
dipungut Retnbusi sebagai pernbayaran vatas ~9n¥.eQ+1iaR 

Pelayanan PersampahaniKebersihan oleh Pernerintah Daerah. 

Pasal 3 
,:1)	 Objek Retribus. Pelayanan Persampahan/ Keoersihan 

adaiah pelayanan persarnpahanrkebersihan yang 
QitQI~aA-Oleh Pernerintah Daerah meliputi : 
a.	 ~ngambilan sarnpah dan surnbernya kH lo.cast 

pembuangan sernerrara; 
b.	 ~ngan£lkutan sampah ~ sumbernya dan/atau loxast 

' " 

i. 
I 

c.	 ~nyediaan c 
sampah.-~	 ----------J-- ­

pembuangan sernentara ke lo'casi 
pembuangan/pembuangan akhir sampan: dan 

lokasi pembuanqan/pernusnahan akhir I 

Surat Taqihan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat STR:D adalah surat untuk rnelakukan tagihan 
retribusi dan/atau sanksi adrninistrasi berupa bunga 
dan/a.au denda. 

Angka 25, 26 dan anqka 27 
dihilangkan 

Pasal 2 dan Pasal 3Pasal2 
disempurnakan 

dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan 
Persarnpahan/Kebersihan yang diselenqqarakan oleh 
Pemerintah Daerah. 

Denqan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

Pasal3 
(1:,	 Objek Retribusi Pelayanan Persarnpahan/ Kebersihan 

adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi: 
a. 

b. 

penqambilan/penpurnpulan sampan dan sumbernya ke 
lokasi pembuangan sementara; 
pe-ngangkutan sampah dari sumbemya dan/atau lokasi 
pernbuanqan sementara ke lokasi pembuanganl 
oernbuanqan akhir sarrpah: dan 
penyediaan lokasi pembuangan/Pemusnahan. 8khL:r	 _ J 
sampah. L 
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(2)	 Dikecualikan dan objek retribus sebagaimana dimaksud I (2) Dikecualikan dan objek retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah pelayanan kebersinan jalan umum, pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan urnum, 
taman, tempat ibadah, 5051al, Puskesrnas dan tempat taman, tempat ibadah, sosial, Puskesmas dan tempat 
umum lainnya. umurn lainnya 

Pasal 6 disempurnakan 
Tingkat Penggunaan 
Cara Mengukur Pasal6 Pasal66 

Cara	 me~l~urTingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan Tingkat Penggunaan Jasa dlhitunq berdasarkan jenis dan
 
Jasa
 jenis fJe1aYGlRii'l dan frekuensi ~~ tempat frekuensi pelayanan Persampahanl Kebersihan. 

Persampahanl Kebersihan. 

Judul Bab disempurnakan 
Dalam Penetapan 
Prinsip Yang Dianut BABV BABV7 

PRINSIP QA~I iA~A~MJ PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
 
Struktur dan
 DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BE::ARNYA TARIF DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 
Besarnya Tarif
 

Pasal B I Pasal 8 disempurnakan 
Besamya Tarif 
Struktur dan Pasal B8 

(1)	 +arif RetriBwei P8F6iil~~aRaRjI(ge8~il:nR "iseleF1SKaR Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahanl
 
Retribusi
 ~la€ell;l(aF1 "'eRie PelayaRaR P8I'€al'llJ'ah6lnj,l~e9QF&il~aR9 Kebersihan ditetapkan sebagai berikut : 

li1i9Qril(iilR 
(2)	 Struktur dan besarnya tarif 6e9asamaRa litiJRiilKS"4lit ~a"a ayat
 

f4+<litetapkan sebagai berikut :
 

I 
Pasal 9	 I Pasal 9 disempurnakan9 I Peninjauan Tarif Pasal9 

(1)	 Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun 
I
J sekaii. sekali. I
I (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dirnaksud pada (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada I 

ayar (i) ~a6611 iRi diiakukan dengan memperhatikan indeks ayat (i) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga 
harga dan perkembangan perekonornian. dan perkembangan perekonomian. I 

(3)	 Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)	 Penetapan tarif retribusi sebagairnana dimaksud pada ayat 
(2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

I 
Pasal 14 disempurnakan 

Pembayaran, tempat 
10 Penentuan IiAiXI Pasal14 

:rA+A CAli~A PI!MiA¥ARAN (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
 
Pembayaran,
 (2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya
 
angsuran, dan I (1) Pem9ayaFaA retribusi yang terutang harus li1ihllR6l6i
 

Pasal14 
SKRD atau dokumenlain yang dipersamakan
 

penunclaan
 sekali!:ijw&:­ (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran,
 
pembayaran I (2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya
 angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan 

SKRD (iwrat Ketet6l~aR Retriew6i QGl9raA-} atau dokumen Peraturan Bupafi. 
lain yang dipersamakan. 

(3)	 Tata cara pembayaran, fj8Ry8tElFa R, tempat pembayaran.
I 

I
' 

~- ngsuran feQi9h1SI gan penundaan pembayaran rembusi d1ltur
 
dengan Peraturan Bupati.
 

__ILL L
"	 _1­
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12 I 

2 3 54 

Penagihan 

Insentif Pemungutan 

BAB XII
 
TAXA CAliV': PENAGIHAN
 

Pasal15
 
(1)	 Penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang 

bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dan 
didahului dengan Surat Teguran/peringatan/surat lain yang 
sejenis. 

(2)	 Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang 
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan 
retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak 
jatuh tempo pembayaran. 

(3)	 Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat 
Teguran/Peringatan/Surat,lain yang sejenis, Wajib 
Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. 

(4)	 Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejerus 
sebaqairnana dirnaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh 
pejabat yang ditunjuk. 

(5)	 Tata cara penerbitan liteR pBRyaFRpai61R ~TRQ eaR Surat 
Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan 
'Peraturan Bupati. 

I Pasal16 
. (1) Instansi yang melaksanakan retribusi daerah dapat diberikan 
'I insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

BAS XII I Pasal 15 disempurnakan 
PENAGIHAN 

Pasal15 
(1) Penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang 

bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dan 
didahului dengan Surat Teguran/peringatan/surat lain yang 
sejenis. 

(2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang 
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan 
retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak 
jatuh tempo pembayaran. 

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat 
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib 
Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. 

(4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh 
pejabat yang ditunjuk. 

(5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat 
Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

I Pasal16 I Pasal16 disempurnakan 
(1) 

II' 

Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi 
dapat diberikan lnsentif atas dasar pencapaian 

daerah 
kinerja I 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) tertentu 
ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan ~Ianja Qaerah. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Daerah. 
Perundang-undangan yang berlaku. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

13 Pengurangan, Pasal18 Pasal18 Pasal 18 disempurnakan 
keringanan dan (1) Bupati dapat memberikan pengurangan. keringanan dan (1) 8upati dapat memberikan pengurangan. keringanan dan 
Pembebasan pembebasan retribusi. pembebasan retribusi. 
retribusi (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) P61s611 iAi diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan 
dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. 

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan 

II I 
~ 

retribusi diatur dengan Peraturan Bupati
I· I 

retribusl diatur dengan Peratllran Bupaf I 

I 
i 

I 



6 

52 431 -+-­ ..---- .----;- -.--------j.------t ----- .--~----------__t_------- ... ._-~_.-

Pasal 21 disempurnakan Pasal21Sanksi Pasal2114 
administrasi Dalam hal Wajib Retribusi tidak mernbayar tepat Dalarn hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat 

waktunya atau kurang rnernbayar, dikenakan sanksi waktunya atau kumng membayar, dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)administrasi berupa bunga "an Ql~eREla sebesar 2% 
setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang(dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang 
tidak atau kuranq dibavar dan ditagih denganterutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih 

dengan menggunakan i~fQt Ta~~AQR Retriokilsi DaQrQR menggunakan STRD. 
fSTRDr. 

15 Ketentuan pidana Pasal23 Pasal23 Pasal 23 disempurnakan 
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan 

kewajibannya sehingga meruqikan keuangan daerah kewajibannya sehingga merugik.an keuangan daerah 
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiqa) bulan diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 
atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi 
yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. yang terutanq yang tidak atau kuranq dibayar. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud EkHliilIm ayat (1) (2) Tindak pidana sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pelanggaran. adalah pE~langgaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .)9sal iAi (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan penerimaan negara. merupakan penerimaan negara. 

Pasal 24 I Pasal 24 disempurnakan 16 . Penyidikan Pasal24 
I (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan I (1) Pejabat i::>egawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan II
 Pemerintah Daerah diberi wewenang khueus sebaqai 

khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
Pemenntah Kabupaten Tanggamus dibert wewenanq 

Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
" tindak pidana di bidang Retribusi J4laYQRilR bidang Retribusi Oaerah, sebagaimana dimaksud 

PeF8QRlJiQR9R1K808f$iRQR, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang I (2) Penyidik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
berlaku. adalah pejabat pegawai negeri sipit tertentu di 

lingkungan Pemerintah I<:abupaten Tanqqarnus yang 
ReF8Q'''IiiQRQRlK808FSiRQR sebagaimana dimaksud 

(2) Penyidik oi Oi861RS' Retrisblsi PelaY6lRilR 
diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 

8QI6Im ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
tertentu di Iingkungan Pemerintah Kabupaten berlaku 
Tanggamus yang diangkat oleh pejabat yang I (3) Wewenang Penyidik sebaqaimana dimaksud pada 
berwenang sesuai dengan peraturan perundang­ ayat (1) adalah: 
undangan yang berlaku. 

(3) Wewenang Penyidik sebaqairnana dimaksud pada
I 

L I 
I ayar (1) adalah . I I -.J 
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a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

J 
i.I 

I
L I 

3	 
I 

Menerima, mencari, mengumpulkan, dan 
meneliti keterangan atau laporan berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang Retribusi 
Pelayanan Persampahan/Kebersihan agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih 
lengkap dan jelas; 
Meneliti, mencari, dan mengumpulkan 
keterangan mengenai orang pribadi atau badan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana retribusi 
daerah; 
Meminta keteranqan dan bahan bukti dari orang 
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak 
pidana di bidang Retribusi Pelayanan 
Persampahanl Kebersihan; 
Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan 
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang Retribusi Pelayanan 
PersampahanlKebersihan; 
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
bahan bukti pembuk~Jan. pencatatan, dan I 
doku~nen-dokumen lain, s.erta melakukan I 
penyitaan terhadap bahan bukf tersebut; 
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 
bidang Retribusi Pelayanan 
PersampahanlKebersihan; 
Menyuruh berhenti dan/atau melarang 
seseoranq meninggalkan ruangan atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa indentitas orang dan/atau dokumen 
yang dibawa; 
Memotret seseorang yang berkaitan dengan 
tinclak pidana Retribusi Pelayanan 
PersampahanlKebersihan; 
Memanggil orang untuk didengar keterangannya 

dan dlpenksa sebaqai tersangka atau saksi; -' 

4 
-.---~--

a.	 menerima, mencari, mengumpulkan. dan rnenenti 
keterangan atau taporan berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang Retribusi Pelayanan 
Persampahanl Kebersihan agar Keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lebih lengkap den [etas: 

b.	 meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau Badan tentang 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindas pidana Retribusi Daerah; 

c.	 meminta keterangan dan bahan buxf dari orang 
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak 
pidana di bldang Retribusi Pelayanan 
Persarnoaharv Keberslhan. 

d.	 memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
Retribusi Pelayanan Persampahanl Kebersihan; 

e.	 melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan 
dokumen _ lain,_ serta melakukan penyitaan I 

terhadap bahan bukn tersebut; , ,., . I 
f.	 meminta bantuan tenaqa ann dalam ranqxa 

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 
bidang Retribusi Pelayanan Persampahanl 
Kebersihan; 

g.	 menyuruh berhenti dan/atau melara-iq seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang 
dibawa; 

h.	 memotret seseorang yang berkaitan dengan 
tindak pidana Retribusi Pelayanan Persampahanl 
Kebersihan; 

i.	 memanggil orang untuk didengar keteranqannya 
dan dlperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

. ..._l 

7 

5 

J
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J. Menghentikan penyidikan; dan J. menghentikan penyidikan; dan/atau 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk 
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk 
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 

Retribusi Persampahan/Kebersihan menurut Retribusi Pelayanan Persampahanl Kebersihan 
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 

(4)	 Penyidik sebagaimana dimaksud 6aIam ayat (1) I (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara 
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang 
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
Hukum Acara Pidana yang ber!aku. 

Pasal 26 disempurnakan 
Pada saat bGlrlal<YFlya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka 
Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 1999 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 1999 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 1999 I 
Nomor 35 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan I NomOI 35 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan I 

II 

17	 I Ketentuan Penutup Pasal26	 Pasal26 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun Peraturan Daerah Kabupaten Tanqqarnus Nornor 17 Tahun JII
 

u_
 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun
 
2001 Nomor 58 Seri B Nomor 27) dicabut dan dinyatakan 2001 Nomor 58 Seri B Nomor 27) dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku lagi.	 tidak berlaku lagi. 

GUBERNUR LAMPUNG 

ttd 

SJACHROI!:UI.N Z.P. 
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